MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

-PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 22 TAHUN 2009

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS TATA CARA KERJA SAMA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf e Peraturan
Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Kerja Sama Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah:;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4761);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTER! DALAM NEGERI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
TATA CARA KERJA SAMA DAERAH.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

A . RN I P N s



G « WEAICidiio Vasiall

b. Wakil Ketua | : Asisten yang memblidangi kerja sama daerah

¢. Wakil Ketua il : Kepala Bappeda

d. Sekretaris : HKepala Baglan yang membidangi kerja sama daerah
e. Anggota Tetap : a. Kepala Baglan Hukum

b. Kepala Baglan Pemerintahan

c. Kepala SKPD yang membidangi keuangan dan
pengelolaan asset

f. Anggota Tidak Tetap : a. Kepala SKPD yang melaksanakan kerja sama

b. Kepala SKPD yang terkalt dengan pelaksanaan
kerja sama

¢. Tenaga ahli/pakar
Pasal 7

TKKSD Provinsl dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) dapat membentuk Tim Teknls untuk
menyiapkan materl teknls terhadap objek yang akan dikerjasamakan.

BABYV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

(1) Kerja sama daerah yang membebanl Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsl dan masyarakat serta anggarannya belum tersedla dalam APBD Provinsi

tahun anggaran berjalan harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsl.

(2) Kerja sama daerah yang membeban| Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota dan masyarakat serta anggarannya belum tersedia dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota tahun anggaran berjalan harus
mendapat persetujuan darl Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 9

Dalam hal kerja sama daerah memanfaatkan asset barang millk daerah dan melakukan

pengadaan barang dan jasa pemerintah, dilaksanakan dengan berpedoman pada
peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan Menteri Inl mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

tanggal 22 Ned 2009
A ‘gum NEGERI,




